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BUPATITUBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 

Menimbang 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa dalam upaya untuk mengantisipasi potensi 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) 

varian Omicron, perlu melakukan pengaturan mengenai 
kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi 
pelak:u usaha dan tempat fasilitas umum lainnya 
sekaligus upaya penegakan hukumnya apabila terjadi 
pelanggaran sebagai langkah pencegahan penyebaran 
virus varian baru; 

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 7183 / SJ tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 Varian Omicron serta penegakan Penggunaan 
Aplikasi PeduliLindungi, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Vin.ts Disease 2019 perlu 
dilak:ukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Toban Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Vin.ts Disease 2019; 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

Pembentukan Daerah Kabupaten 

1950 tentang 

di Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Thllun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3447); 

9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

10. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peratu.ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186); 

12. Peratu.ran Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi 
tertentu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 

15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vin.ts Disease 
2019 ( Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 
Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Corona Vin.ts Disease 2019 ( Covid-19) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 66): 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 166); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 166); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan Masyarakat; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2020 Seri E Nomor 66); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peratu.ran Daerah 
Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peratu.ran Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 
154); 

22. Peratu.ran Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 42); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG 

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 
DAN PENGENDALIAN CORONA VIR.USDISEASE2019. 

Pasal 1 

Beberapa ketentu.an dalam Peraturan Bupati Nomor 65 
Tahun 2020 ten tang , Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 42), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentu.an Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 5 

Subjek pengatu.ran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematu.hi protokol 
kesehatan antara lain meliputi: 
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a. bagi perorangan: 

1. memakai alat pelindung diri berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika 

harus keluar rumah atau berinteraksi dengan 

orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya; 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan 

sabun dengan air mengalir / hand sanitaizer 

3. menjaga jarak/pembatasan interaksi fisik 

(physical distancing); 

4. mengurangi 

kerumunan; 

mobilitas dan menghindari 

5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS); dan 

6. melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis 

pertama apabila termasuk dalam kategori sasaran 

vaksinasi, kecuali bagi orang yang tidak bisa 

divaksin dengan alasan medis, untu.k mengurangi 

risiko penularan. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum 

melakukan: 

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai 

media informasi untuk memberlkan pengertlan 

dan pemahaman mengenai pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19); 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang 

mudah diakses dan memenuhi standar atau 

penyediaan cairan pembersih tangan (Hand 

Sanitizer}; 

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan 

kesehatan bagi setiap orang yang akan 

beraktifitas dilingkungan kerja; 

4. upaya pengatu.ran jaga jarak; 

5. pembersihan dan disinfeksi secara berkala; 

6. penegakkan kedisiplinan pada perilaku 

masyarakat yang berisiko dalam penularan dan 

tertularnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 
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7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus 
untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); dan 

8. pemasangan dan wajib menggunakan Aplikasi 
PeduliLindungi secara optimal dan konsisten 

untuk melakukan skrining terhadap setiap orang 
yang masuk tempat dan fasilitas umum, dengan 
penerapan hanya yang berkategori hijau yang 
diperkenankan masuk. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a setelah angka 3 
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga 
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

( 1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, 

penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan 
fasilitas umum yang melanggar kewajiban 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 
dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan 
dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

a. bagi perorangan: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. kerja sosial berupa melakukan pembersihan 
di area publik atau sanksi sosial lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal 

teguran petugas tidak diindahkan; 

3. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 

(seratus ribu rupiah); dan/ atau 

4. ditunda pemberian bantuan sosial atau 
sebutan lain yang sejenis yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tu.ban. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau 
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. denda administratif sebesar Rp.300.000,00 
(tiga ratus ribu rupiah); 
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3. penghentian sementara operasional usaha; 

dan 

4. pencabutan izin usaha. 

(3) Dalam hal pelanggar perorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 tidak dapat 

membayar denda administratif, maka akan 

dikenakan sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali. 

(4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan penerapan sanksi 

sosial lainnya, 

mempertimbangkan 

pelanggaran. 

bersifat alternatif 

efektifitas dan 

dengan 

tingkat 

(5) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), petugas dapat menerapkan sanksi 

secara penggabungan (kumulatif). 

(6) Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan 

hukum, petugas dilapangan dapat melakukan 

penyitaan sesuai dengan kewenangan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

(7) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengedepankan prinsip­

prinsip penegakan Peraturan Bupati berdasarkan 

hasil koordinasi Satpol PP dengan Kepolisian, 

Tentara Nasional Indonesia, dan lembaga terkait 

serta Satuan Tugas Penanganan Corona Vi,us 

Disease 2019 (Covid-19). 

3. Ketentuan Judul Bab VI diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

B.ABVI 

SOSIALISASI 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang 

membidangi: 

a. kesehatan untuk melalukan sosialisasi 

informasi/ edukasi cara pencegahan 

pengendalian Corona Virus Disease 

(Covis-19); dan 

terkait 

dan 

2019 
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b. keamanan dan ketertiban, dan kesehatan untuk 

melakukan sosialisasi terkait penegakan disiplin 
protokol kesehatan dan optimalisasi penggunaan 
Aplikasi PeduliLindungi. 

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, dengan 

melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya: 

a. pemuka agama; 

b. tokoh adat; 

c. tokoh masyarakat; 

d. Organisasi Kemasyarakatan; 

e. Pengurus Tempat Ibadah; 

f. Pengelola Hotel; 

g. Pengelola Tempat Wisata; 

h. Pengelola Pusat Perbelanjaan; 

i. Pelaku U saha; dan 

j. masyarakat um um lainnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Ditetapkan di Tuban 
pada tanggal 7 Januari 2022 

ADITYA HALINDRA FARIDZKY 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 7 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

B6dANA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 1 


